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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 100.3.3.2/ 25 /KUM/2026   
TENTANG 

PENUNJUKAN PENGELOLA MUSEUM RAKYAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan museum 

yang menghimpun dan melestarikan benda-benda yang 
mempunyai nilai Sejarah Perjuangan dan Budaya 
masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu 

menunjuk Pengelola Museum Rakyat Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan yang berada dibawah Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabuppaten Hulu Sungai Selatan; 
  b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2026 Nomor 400.6.2/024/Disdikbud tentang Penunjukan 
Pengelola Museum Rakyat Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan  Tahun 2026; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Penunjukan Pengelola Museum Rakyat 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756);  

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 



- 2 - 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 5733); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Register Nasional  dan Pelestarian Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6756); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11); 
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11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu 

Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

KESATU : Menunjuk Pengelola Museum Rakyat Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
Anggaran 2026. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 12 Januari 2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
SYAFRUDIN NOOR 

 

 
 

 
        

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 25 /KUM/2026 

TENTANG 
PENUNJUKAN PENGELOLA MUSEUM RAKYAT 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 

2026 
 

PENGELOLA MUSEUM RAKYAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026 

 

NO. NAMA/NIP 
JABATAN DALAM 

INSTANSI 

JABATAN DALAM 

MUSEUM 

1. 
Ronaldy Prana Putra, S.STP., 
M.Si. 

19850416 200312 1 001 

Kepala Dinas 

Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

Pelindung 

2. 
Kasrudin, S.Sos. 
19721212 200701 1 021 

Kepala Bidang 
Kebudayaan 

Penanggungjawab 

3. 
Rahmi Safarina, S. Pd. 
19910903 201903 2 023 

Penelaah Teknis 

Kebijakan Bidang 
Kebudayaan 

Kepala Museum 

4. 
Harian Noor 
19810405 200901 1 004 

Bendahara 

Pengeluaran Dinas 
Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Bendahara 
Museum 

5. 
Hayatun Nafisa, S.Pd. 
19911118 202521 2 023 

Penata Layanan 
Operasional 

Register dan 
Ketatausahaan 

6. 
Rizmi Alfiannor 

19840402 202521 1 110 

Operator Layanan 

Operasional 

Konservator dan 

Penata Pamer 

7. 
Rahayu Septiani 

19920921 202521 2 111 

Operator Layanan 

Operasional 

Humas dan 

Pelayanan 

8. Rendra 
Tenaga Outsourcing 
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Edukator dan 

Kurator Museum 

9. Silvia Rahmah 
Tenaga Outsourcing 
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kerumahtanggaan 

10. M. Maulana 
Tenaga Outsourcing 
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Keamanan 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 


